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BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 421/VII/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

a.

—

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sasaran inovasi
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan
Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
peningkatan daya saing daerah;

bahwa dalam rangka pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi
Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government
Award (IGA) 2025, perlu menetapkan inovasi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Couvid-2019) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional [lmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
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11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selaya Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023 Nomor 129);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 862);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Selayar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA ¢ Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar dan sumber lain yang sah dan
tidak mengikat.
KETIGA ¢ Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 Juli 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Pemerintah Kabupaten
| Kepulauan Selayar
\Vj’ dokumen ini ditandatangani secara digital
MUHAMMAD NATSIR ALI
Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar di Benteng;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 421/VII/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INOVASI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERANGKAT DAERAH

NO. NAMA INOVASI PELAKSANA

1 | Gerakan Bangga Menggunakan Produk Dinas Perindustrian dan
Lokal Selayar (GERBANG PRAYA) Ketenagakerjaan

2 | Sistem Pengelolaan Informasi dan Data Dinas Sosial
Bantuan Sosial APBD Kabupaten Kepulauan
Selayar (SMART BANSOS SELAYAR)

3 | Nelayan Prioritas Dinas Perikanan

4 | Optimalisasi Pelayanan Disabilitas Mental Dinas Sosial
Melalui Pelayanan Rumah Singgah Bagi
Keluarga Pasien Pada Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

S5 | Gerak Bersama Cegah Stunting (ERA Kecamatan Taka
CATING) Bonerate

6 | Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Terpadu (PELANGI)

7 | Akselerasi Pengembangan Usaha Kuliner Dinas Pariwisata dan
Selayar Berbasis Media Sosial (ASSIPA'NA Kebudayaan
BOS)

8 | Klinik Konsultasi Penganggaran SIPD Badan Pengelolaan
(KOMPAS) Keuangan dan Pendapatan

Daerah
9 | Optimalisasi Pelaksanaan Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja,

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah Melalui Kerja Sama Kelembagaan
(KAWAN SATPOL PP)

Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

MUHAMMAD NATSIR ALI
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